
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85/M-DAG/PER/12/2016

TENTANG

PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan

menjamin tersedianya pelayanan publik yang baik dan

transparan di lingkungan Kementerian Perdagangan,

perlu mengatur kembali penyelenggaraan pelayanan

secara terpadu kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perdagangan tentang Pelayanan Terpadu

Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib

Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5300);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Terpadu Perdagangan adalah serangkaian

kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik berupa

pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan

Kementerian Perdagangan yang proses pengelolaannya

dilakukan dan dilayani dalam satu sistem pelayanan

secara terpadu.

2. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan yang selanjutnya

disingkat UPTP adalah unit yang menyelenggarakan

Pelayanan Terpadu Perdagangan.

3. Perizinan adalah pemberian legalitas usaha di sektor

perdagangan berupa izin, pengakuan, penunjukan,

penetapan, persetujuan, atau pendaftaran.

4. Non Perizinan adalah pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat berupa pemberian informasi, konsultasi dan

pelayanan lain selain Perizinan di sektor perdagangan.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya

disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah

pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

6. INATRADE adalah sistem Pelayanan Terpadu

Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang

dilakukan secara online melalui portal

http://inatrade.kemendag.go.id.

7. Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang selanjutnya

disingkat SIPT adalah sistem pelayanan Perizinan

perdagangan dalam negeri pada Kementerian

Perdagangan yang dilakukan secara online melalui

portal http://sipt.kemendag.go.id.
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8. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk

melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang

berdiri sendiri atau dengan jaringan.

9. Online adalah metode Pelayanan Terpadu Perdagangan

yang dilakukan secara elektronik melalui INATRADE

atau SIPT.

10. Manual adalah metode Pelayanan Terpadu

Perdagangan yang dilakukan dengan cara datang

langsung ke UPTP.

11. Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) adalah

tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik

yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan

informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat

verifikasi dan autentikasi.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN

Pasal 2

(1) Pemberian Pelayanan Terpadu Perdagangan pada

Kementerian Perdagangan meliputi pelayanan di

bidang:

a. perdagangan dalam negeri;

b. perlindungan konsumen dan tertib niaga;

c. perdagangan luar negeri; dan

d. perdagangan berjangka komoditi.

(2) Bidang perdagangan dalam negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Perizinan

dan Non Perizinan terkait perdagangan dalam negeri.

(3) Bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

Perizinan dan Non Perizinan terkait perlindungan

konsumen dan tertib niaga termasuk pelayanan di

bidang mutu barang dan kemetrologian.
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(4) Bidang perdagangan luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Perizinan

dan Non Perizinan terkait ekspor dan impor.

(5) Bidang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari perizinan

dan non perizinan terkait perdagangan berjangka

komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang

komoditi.

BAB III

PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN

Pasal 3

(1) Dalam rangka pemberian Pelayanan Terpadu

Perdagangan, Menteri menyelenggarakan dan

melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Perdagangan.

(2) Menteri mendelegasikan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada:

a. Sekretaris Jenderal dalam hal pembinaan

kelembagaan UPTP; dan

b. Inspektur Jenderal dalam hal pengawasan

penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan.

(3) Sekretaris Jenderal dalam melakukan pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:

a. mengoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Perdagangan pada semua UPTP; dan

b. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Perdagangan setiap semester

kepada Menteri.

(4) Inspektur Jenderal dalam melakukan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Perdagangan pada semua UPTP;

b. melakukan pengawasan terhadap upaya

pemberantasan pungutan liar dalam pemberian
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